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DEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKXKERTOC

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJCKERTO

NOMOR 10 TARUN 19%0
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI

UNTUK, MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Da.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna
Bhakti DPRD, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama
Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
disingkat YARNATI ;

. bahwa Yayasan dimaksud huruf a. didizikan oleh Menteri Dalam

KHegeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar
yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian
kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan
Daerah.

. Undany-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-

tahan di bDaerah ;

. Undang-undang Nomor 17 tahu 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/
Jawa Barat ; ' '

. Undang-undang Nomor-8 tahun 1574 tentang Pokok—pokok Kepega-—

walan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Deerah Tingkat Il Mojokerto ;

pPeraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan
Pertanggunyg Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tenteng
Bentuk Peraburan Daerah ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 13990 tentang

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketuz dan anggota DFRD ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1390 tLentany

Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD ;

. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor g

tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Keiua, Wakil XKetua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daexah Kotamadya  Daerah
Tingkat II Mojokerto.

P

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotanadya Daerah Tingkat 11

Modokerto,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG
DEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN
MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTL DEWAN DPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYRDAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.



Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah ialah Kotamadya Dasrah Tingkat IT Mojokerto ;

b. Pemerintah Daeral: ialah Pemer inteh Daeral: Tingkat II Mojoker-
to ;

¢. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat
Darah Kotamadya Daerah Tingkat II Modokerto, selanjutnya
disebut DPRD ;

d. Yayasan Purna Bhakti adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah ;

e. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setelazh herakhir wmasa bhaktinya
sebagali Anggota DPRD atau diberhentikan dengan hormat atau
meninggal dunia ;

f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan A&nggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan
kedudukanny= ; '

Fasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti DPRD
dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu
didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di
Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

(1} Modal pertama berupa sumbangan dari Pewerintah Daerah atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya
ditetapkan oleh menterl Dalam Negeri ;

(2} Pendapatan YARNATI terdiri dari :

a. Ivaran wajib anggota setiap bulan yang dipotong langsung
sebesar 10 % {(sepuluh prosen) dari Uang Representasi ;

b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintanh dan atauw Pihak
Ketiga ;

¢. Pendapatan/usaba-usaha lain yang sah.

Pasal 4

Pemerintah Daersh memberi kuasa kepada Menteri Dalam
Negeri untuk mendirikan dan mengelola YARNATI sesual dengan
ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Segala akibat dari pemberian Kuasa pada Pasal 4 Peraturan
Daerah ini, Peperintab Dasrah akan mematuhl ketentuan-ketentuan
yang akan ditetapkan lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar dan
Anggran Rumah Tangga YARNATIL.



rasal 6

Peraturan Daexah ini mulai berlaku pada tanggal dJdiundang-
kan dan berlaku surut terhitung tanggal 1 April 19%51.

Mojokerto, 7 sovenber 1990
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